BAB 4
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DALAM
MELINDUNGI PEMEGANG KARTU KREDIT

Hubungan hukum antarpihak yang terjadi dalam hestksi secara nontunai
dengan menggunakan kartu kredit, berpotensi menkabu benturan-benturan
mengingat saratnya kepentingan hukum yang bermalsnmdpenggunaan kartu kredit.
Oleh karena itu, dalam tataran perlindungan hukerhadap konsumen kartu kredit,
dapat didasarkan pada suatu aturan main yang besédara nasional, dalam perundang-

undangan nasional Indonesia.

Peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 12yahdang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PemgHuth@angan, diartikan sebagai
berikut:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan wésgt yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan ikenggcara umum ***

Dalam Kamus Umum Bahasa Indones@erundang-undangan diartikan sebagai
segala sesuatu yang termasuk atau yang bertaliyade/ndang-Undantj® Sementara
itu, dalamKamus Besar Bahasa IndonegtaBBI), kata perundang-undangan diartikan
sebagai yang bertalian dengan Undang-Undang aliskilsgluk Undang-Undang, sedang
kata Undang-Undang diartikan ketentuan-ketentuanp@aaturan-peraturan negara yang
dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekusi,)ddisahkan oleh parlemen (dewan
perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditaadgiani oleh kepala negara (presiden,

kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatag gemgikat:*®

144 IndonesiaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 TahurdZ@dtang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangahembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMdb3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389.

145 W.J.S. Poerwadarmint€éamus Umum Bahasa Indonesia)ah kembali ole Pusat Pembinaan

dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidildtettadayaan(Jakarta: Balai Pusata, 1987), hal. 1127.

4% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenmb&ajmsaKamus Besar Bahasa

IndonesiaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, (§akBalai Pustaka, 1990), hal. 990-991.
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Maria Farida Indrati Soeprapto, memberi penjeldsainwa istilah perundang-
undangan législation, wetgeving, atau Gesetzgebumalam beberapa kepustakaan
mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamusn yang berlaku, istilah
legislation dapat diartikan dengan perundang-undangan dan geokan Undang-
Undang, istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk Undang-
Undang, dan keseluruhan daripada Undang-Undang ranegsedangkan istilah
Gesetzgebungditerjemahkan dengan pengertian perundang-undandgengertian

wetgevingdalamJuridisch woordenboegtiartikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukanpetaes membentuk
peraturan negara, baik di tingkat Pusat, mauptingkat Daerah.

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negang, merupakan hasil
pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat madptingkat Daerah™*’

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundentangan adalah sebagai
berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat lingkungan jabatan yang
berwenang yang berisi aturan tingkah laku yangifa¢etau mengikat umum.

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang beriserkean-ketentuan mengenai
hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umurstieak atau abstrak-umum,
artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan padgeéb peristiva atau gejala
konkret tertentu.

4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Be¢lp@cturan perundang-
undangan lazim disebut dengaret in materiéle zinatau sering juga disebut
dengan algemeen verbindende voorschriffang meliputi antara lain:de
supranationale algemeen verbindende voorschrifteet, AmvB, de Ministeriéle
verordening, de de gemeentelijke raadsverordeningdm provinciale staten
verordeningen*®

147'3.J. Fockema Andrea®echtgeleerd handwoordenbodiGroningen/Batavia: J.B. Wolters,
1948), sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indatlalamlimu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan
Materi Muatan,Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 1

148 Bagir Manan, “Ketentuan-ketentuan Tentang PembentuPeraturan Perundang-undangan
Dalam Pembangunan Hukum Nasional,” (makalah disd@papada Pertemuan limiah tentang Kedudukan
Biro-biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalamni®ngunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994),
hal. 1-3, sebagaimana dikutip oleh Maria Faridadtiés.,ibid. hal. 10.
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Denny Indrayana, memberikan pengertian peraturarundang-undangan
sebagai bentuk peraturan hukum yang bersifatabstracto atau general norm
mempunyai ciri mengikat atau berlaku secara umumbgatugas mengatur hal-hal yang

bersifat umunt?®

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturag yaemiliki ciri-ciri
sebagai berikut>

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan klemmerupakan kebalikan dari
sifat-sifat yang khusus dan terbatas.

2. Bersifat universal., yaitu diciptakan untuk mieadapi peristiwa-peristiwa yang
akan datang yang belum jelas bentuk konkretnyah @krena itu tidak dapat
dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiweetat saja.

3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan mempedbdirinya sendiri. adalah
lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan #laugang memuat

kemungkinan dilakukannya peninjauannya kembali.

Dibandingkan  dengan  aturan kebiasaan maka perundaiangan
memperlihatkan karakteristik suatu norma bagi kabach sosial yang lebih matang,
khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannyanHalak terlepas dari pertumbuhan
negara itu sendiri. Aturan kebiasaan bisa dikatakangusurusi hubungan orang dengan
orang, sedang perundang-undangan antara orang rdé&egara. Bentuk perundang-
undangan itu tidak akan muncul sebelum timbul perageNegara sebagai pengemban

kekuasaan yang bersifat sentral dan tertinfgi.

Dalam ranah perlindungan konsumen kartu kreditaieat beberapa perundang-
undangan nasional yang dapat dijadikan sebagar dakam yang menjadi aturan main
dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum tgph&dasumen pengguna kartu

kredit maupun sebagai instrumen hukum dalam pesgele sengketa antara para pihak

149 Denny Indrayana, “Teknik Analisis Raperda Inidjat(makalah disampaikan pada Diklat
Nasional Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Sehagailasan dan Rambu-Rambu Dalam Penyusunan

Perdadi Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta, 2 September 20@d) 1.
150 3atjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Penefitmni,1986), hal.113-114.

151 bid., hal. 114.
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yang terkait dalam hal terjadinya kerugian dalammggeinaan kartu kredit. Dalam
perundang-undangan nasional setingkat Undang-Undangang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undardghn Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengdan@FUndang Nomor 10 Tahun
1998, dapat dijadikan landasan hukum dalam aturam rperlindungan hukum bagi

pengguna kartu kredit di Indonesia.

Perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang ydéagpat dijadikan
landasan hukum bagi pengguna kartu kredit di Insi@ndiantaranya berupa Peraturan
Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaam &engawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturank BBdonesia Nomor
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Prd8lakk dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/112B8%¥ tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kdatu perundang-undangan terkait

lainnya.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindarigasumen Indonesia
merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkamlasejdengan tujuan pembangunan
nasional kita yaitu pembangunan manusia IndonesituBnya. Peraturan perlindungan

konsumen dilakukan dengarf:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgey unsur keterbukaan
akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnyakdpentingan seluruh pelaku
usaha;

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

152 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyatip.cit, hal. 15-16.
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4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari raldaha yang menipu dan
menyesatkan;

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pemgatperlindungan
konsumen dengan bidang-bidang perlindungan padagididang lain.

Dalam rangka membangun hukum konsumen dalam kemasgitem hukum
Indonesia, perlu dikaitkan antara hukum konsumengae peraturan perundang-
undangan lain yang mempunyai tujuan memberikaninoemgan kepada konsumen.
Dalam bidang hukum perdata, dapat dikatakan memHKeérakter yang berbeda,
mengingat selama ini yang diatur dalam hukum pardaialah hubungan hukum yang
seimbang posisinya daripada pihak, sehingga apa&aillah satu pihak ingkar janji
(wanprestasi) pihak lain dapat serta merta menymgutenuhan kewajiban dari pihak
yang ingkar janji>® Lain halnya dalam hubungan hukum antara penguskima
konsumen, hubungan tersebut tidak dilakukan olea pgnak yang seimbang. Sehingga
pihak pengusaha dapat menentukan syarat-syarantiertanpa harus memperoleh
persetujuan terlebih dahulu dari konsumen. Akibatbja terjadi pengingkaran yang
dilakukan pengusaha, konsumen tidak memiliki kewgaa atau hak apapun untuk
pemenuhan perjanjian atas hubungan hukum ters&but.

Perlindungan Konsumen di Indonesia diselenggaraiebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) Asas Pembangunan Nasion&l; yali
1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala ugalgsmn
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus meémbananfaat sebesar-besarya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha seesetukuhari>
Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatk&esadaran,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melinddingimengangkat harkat

dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanddir ekses negatif

153 pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menganut sistdmke yang mengandung suatu kebebasan
membuat perjanjian.

154 Husni Syawali dan Neni Imaniyatp.cit, hal. 15-16.

155 Badan Perlindungan Konsumen Nasiodajak Langkah. op.cit, hal. 20.
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pemakaian barang dan/atau jasa, menumbuhkan kesadalaku usaha mengenai
pentinganya perlindungan konsuméhDalam hal bertransaksi dengan kartu kredit,
konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaemnarkpuan dan kemadirian
agar dapat terhindar dari ekses negatif. Sebagédlcppemegang kartu kredit harus
lebih bijak dalam menggunakan kartu kredit dan mesabpetunjuk informasi dan
prosedur pemakaian sebagaimana mestinya, dan aalail ketidakjelasan atau ada
permasalahan terhadap kartu kredit, konsumen gikama menghubungi bank
penerbit. Sebaliknya bank penerbit juga harus nienkesadaran untuk beritikad
baik dalam melayani pemegang kartu.

2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapaijddkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsdarePelaku Usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannyaesadit>’

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mendaitki dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Padahlém kartu kredit, Bank
Penerbit berkewajiban beritikad baik dalam melakukkegiatan usahanya,
memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, melagansumen secara benar dan
jujur. Sebaliknya, pemegang kartu juga mempunyaidian untuk membaca atau
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaiberitikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian, dan membayarkamiséemgan nilai tukar yang
disepakati.

3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemeraiaim arti materiil maupun

spiritual >

156 |ndonesia.Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsuméndang Undang Nomor 8
Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Mom@ Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821, pasal 3.
i: Badan Perlindungan Konsumelejak Langkah. op.cit.
Ibid.
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Dalam suatu transaksi tidak adanya keseimbangamdtdwar menawar
tersebut menyebabkan posisi tawar konsumen kalah p#daku usaha, karena
konsumen tidak memiliki pilihan lain selain mengdikkeinginan Pelaku UsaHa’

Faktor-faktor penyebab sehingga kontrak baku mergangat berat sebelah,
sebagi berikut®
a. Konsumen adanya atau bahkan tidak adanya ketsmpagi konsumen untuk

melakukan tawar-menawar, sehingga konsumen yangdkeya disodorkan
kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahkiorgrak tersebut.

b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, makakppgenyedia dokumen
(pelaku usaha) memiliki cukup banyak waktu untukmké&kan klausul-klausul
dalam dokumen tersbeut, bahkan mungkin saja suel&odnultasi dengan para
ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh phtasehingga konsumen tidak
banyak kesempatan dan seringkali tidak familiam@derklausul-klasul tersebut;

c. Konsumen menempati posisi tawar yang sangaeksf sehingga hanya
bersikap take it or leave it

Untuk melindungi kepentingan konsumen yang ada pmdarnya adalah
pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolakjignjian atau klausula baku,
maka mengenai klausula baku diadakan pengaturasentdiri. Pengaturan ini
dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kesangan di dalam hubungan
hukum antara produsen dengan konsumen. Oleh kéreparjanjian atau klausula
baku ini hanya dapat diterapkan di dalam hubungdéuin antara produsen dengan
konsumen. Dalam halnya terjadi hubungan hukum ameardusen dengan sesama
produsen atau pengusaha hendaknya tetap membentelkétentuan perjanjian
sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Klausula baku diperlukan kalangan Pengusaha dalaimkégiatan bisnis,

terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jagestisperbankan, asuransi, dan

159 M.Arsyad Sanusi, E-Commerce Hukum dan Solusinyan@ng:Mizan Geafika Sarana,
2001), hal.14., sebagaimana dikutip oleh Abdul tddbiarkatullah dalangp.cit, hal.55.
160 |1a;
Ibid.
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sebagainya. Kebutuhan perjanjian semacam ini bdldoakung oleh suatu peraturan
perundang-undangan. Perjanjian dimaksud, selandianir dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, suatu ketentuan yang mengharuskan dipgaubByarat formil dan syarat
material, serta memenuhi asas kebebasan dari ppetagalam setiap perjanjian.

Pada praktiknya, di dalam perjanjian kartu kredénmuat klausula baku,
karena dalam hal ini dimaksudkan untuk efisiensiktwa Untuk itulah diatur
mengenai ketentuan Klausula baku dalam Undang-Un@anliindungan Konsumen,
asalkan Pelaku usaha mentaatinya, sehingga tidakkéausula eksonerasi yang
membebaskan tanggung jawab Pelaku usaha.
Asas Keamanan dan Keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalamgupeag, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsuansidmunakarn®

Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumggatur mengenai
hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, akeaomdan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalanbdralansaksi dengan kartu
kredit, pemegang kartu berhak mendapatkan kenyamatelam berbelanja,
keamanan dalam bertransaksi, bagaimanakah yangditeapabila kartu kredit
tersebut dicuri oleh orang. Karena seringkali yegadi, kartu kredit dari pemegang
kartu dicuri orang/hilang, pemegang kartu terlamim&@iakukan pemblokiran atau
petugas bank lalai melakukan pemblokiran, hal iapad menimbulkan masalah
dikemudian hari. Contoh lain apabila bertransaksiuthia maya yang mengharuskan
pemegang kartu memasukkan nomor kartu kredit d4fg8) digit terakhir yang
terletak dibelakang kartu, hal ini sangat riskakaBedalam sisi keamanan. Untuk
itulah pemegang kartu kredit berhak mendapatkam fesamanan dalam hal

bertransaksi.

161 Badan Perlindungan Konsumen Nasiodajak Langkah.op.cit.
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5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik Pelaku Usaha maupun konsumen
mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pengghraan perlindungan
konsumen serta menjamin kepastian hukam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur emangtanggung
jawab Pelaku Usaha dalam Pasal 19. Dalam hal lak&eisaha bertangung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau lerugonsumen, tetapi tidak
menutup kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapanhbukéikan unsur
kesalahannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatagjadg-Undang Perlindungan
Konsumen telah mencoba mengakomodasikan berbagmasisyang diinginkan oleh
para konsumen. Berkaitan dengan masalah kartutkradka Undang-Undang tersebut
mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usakganian/Klausula Baku,
Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Undang-Undang Konsudimgni tidak hanya
memperhatikan konsumen, tetapi juga aspek pelakaLs

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalamilang-Undang
Perlindungan Konsumen ini antara lain:

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beldamya pemisahan secara
jelas dan tegas antara tanggung jawab Pelaku UWsahag dengan tanggung jawab
Pelaku Usaha Jasa, karena secara hukum keduatgaggung jawab tersebut
berbedd?®®

2. Dalam perkembangannya, belum adanya Pasal ghitgdpesifik mengenai sistem
tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawabkBelisaha terdiri dari beberapa
jenis.

3. Dengan semakin berkembangnya perubahan zamaanghtyndang Perlindungan
Konsumen juga harus mengikuti perubahan yang admnbpenyempurnaannya,

pemerintah dapat berinisiatif untuk membuat pestupemerintah yang lebih

162 i,
163BPKN, Jejak Langkah.op.cit, hal.54
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spesifik mengenai perlindungan konsumen, khususiatam hal perlindungan

pemegang kartu kredit. Belum ada peraturan pergadadangan yang menjadi
turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumetan& ini peraturan yang
mengatur mengenai kartu kredit hanya terdapat dédamturan Bank Indonesia.
Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturandp@nétebijakan yang

berkaitan dengan perlindungan konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dayanakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dedatak kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraffhidicyat banyak.

Powwn

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, BsakaJmum meliputi:

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siampberupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ataantuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

memberikan kredit;

menerbitkan surat pengakuan hutang;

membeli, menjual atau menjamin atas risiko sentiupun untuk kepentingan dan

atas perintah nasabahnya:

a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptak bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaanndglardagangan surat-surat
dimaksud,;

b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang layangmasa berlakunya tidak

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratt-gimaksud;

kertas perbendaharaan negara dan surat jampéamerintah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

obligasi;

surat dagang berjangka waktu sampai dengantd) tsdaun;

instrumen surat berharga lain yang berjangkktwaampai dengan 1 (satu)

tahun;

memindahkan uang baik untuk kepentingan semdaupun untuk kepentingan

nasabah;

menempatkan dana pada, meminjam dana dari,na¢goinjamkan dana kepada

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarékoteunikasi maupun dengan

wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

@~ooo0
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7. menerima pembayaran dari tagihan atas suraatggrfidlan melakukan perhitungan
dengan antar pihak ketiga;

8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan serharga;

9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingdralkp lain berdasarkan suatu
kontrak;

10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepadhah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

11. dihapus;

12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kaeditdan kegiatan wali amanat;

13. menyediakan pembiayaan dan atau melakukant&agiain berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapk&nBank Indonesia;

14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukareholbank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini dan perapgamdang-undangan yang
berlaku.'®*

Dalam hal ini, sesuai Undang-Undang Perbankanh s#tu usaha Bank Umum
antara lain memberikan kredit dan melakukan usairtu kredit. Dalam memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip SyaBaink Umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam &kad ibaik dan kemampuan serta

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangat@ mengembalikan

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjarfika

Mengenai kewajiban bank, hal ini diatur dalam Pa28l Undang-Undang
Perbankan, antara lain:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Baokésia.

2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bankaetengan ketentuan kecukupan
modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likusditantabilitas, solvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bankwai#gn melakukan kegiatan
usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berkasaPrinsip Syariah dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menéngara-cara yang tidak

164 Indonesia,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahamhbagan Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dendgdndang-Undang Nomor 10 Tahun 199%&mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaegiad Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 6.

185 Indonesia,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahambagan Negara Republik Indonesia Nomor 3472,
sebagaimana telah diubah dendgdndang-Undang Nomor 10 Tahun 199Bembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaegiafd Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 29.
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merugikan bank dan kepentingan nasabah yang meayadn dananya kepada
bank.

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakdormasi mengenai

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungamgde transaksi nasabah yang
dilakukan melalui bank.

5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagasdimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Inden&¥
Apabila dikaitkan dengan perlidungan konsumen, dgddndang Perbankan di
dalamnya sudah memperhatikan kepentingan nasahaki@jaini dapat dilihat dari
kewajiban bank pada Pasal 29 ayat (3) dan ayataft) dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakk&giatan usaha lainnya, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan lonk kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentimgesabah, bank wajib
menyediakan informasi mengenai kemungkinan timkalngiko kerugian sehubungan
dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalki ban

Mengenai Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bankagaimana dimaksud
dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkah 8ank Indonesia. Alangkah baiknya
apabila kewajiban bank tersebut juga diimplemekéamske dalam perundang-undangan

nasional sehingga dapat mengikat konsumen dan geadu

3. Perundang-undangan Nasional Lain dalam M elindungi Konsumen Kartu Kredit

Dalam tataran perundang-undangan yang berada @hbawdang-Undang, ranah
perlindungan konsumen kartu kredit dapat mengada [Reraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasarel®sggaraan Perlindungan
Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBB2@entang Transparansi

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadsabah, Peraturan Bank

186 Indonesia,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahambagan Negara Republik Indonesia Nomor 3472,
sebagaimana telah diubah dendgdndang-Undang Nomor 10 Tahun 199Bembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaegiafd Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 29.
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Indonesia Nomor 11/11/PBI1/2009 tentang PenyelermggaKegiatan Alat Pembayaran
dengan Menggunakan Kartu.

Penggunaan Peraturan Bank Indonesia sebagai babdaelitipn dari segi
perundang-undangan lain, lebih mengacu pada Pasgt7(4) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PeagHutaangan, yang
menyebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaanthmaksud pada ayat

(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatdurmumengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangangytehih tinggi’ *¢’

Keberadaan Peraturan Bank Indonesia dalam penelitialebin ditempatkan
sebagai substansi perlindungan hukum konsumen HKaedit yang memang secara
substansi seharusnya mendapat porsi pengaturanisfihgtinggi. Berdasarkan sistem
peraturan perundang-undangan Indonesia, dari sagbentuk dan pembentukannya,
Peraturan Bank Indonesia tidak dapat mengatur aagaum bagi masyarakat karena
dibentuk oleh sebuah lembaga independen.

3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggar aan Perlindungan K onsumen

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindukgasumen sebagaimana
yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tah8@9 ltentang Perlindungan
Konsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasayelpaggaraan perlindungan
konsumen. Pembinaan perlindungan konsumen disedesign oleh Pemerintah dalam
upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen ¢mtaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkangawasan perlindungan
konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerimesyarakat dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM))gimgat banyak ragam dan

jenis barang dan/atau jasa yang beredar di padarisasnya dalam wilayah Indonesia.

17 IndonesiaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahurd2@@tang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangahembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 a3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389.
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Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasadaprbarang dan/atau jasa yang
beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untakndungi kepentingan konsumen
tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dajgamya meningkatkan daya saing
barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping dtharapkan pula tumbuhnya
hubungan usaha yang sehat antara pelaku usahandanmgaumen, yang pada gilirannya
dapat menciptakan iklim usaha yang dapat menjadikadusif'®®

Dalam hal Pembinaan, Peraturan Pemerintah Pasaér@tuPan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2001, menyebutkan bahwa Pemeringtariggung jawab atas
pembinaan penyelenggaran perlindungan konsumen iyemgamin hak konsumen dan
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban karsdian pelaku usaha.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur iifeambpenyelenggaraan
perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalaal Radilakukan oleh Menteri
dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi @pantuk terciptanya iklim usaha dan
tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usah&ahsumen; berkembangnya
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatingkatnya kualitas sumber
daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelda&an pengembangan di bidang
perlindungan konsumen.

Pasal 4 menjelaskan bahwa upaya untuk menciptakim iusaha dan
menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku wainakonsumen, Menteri
melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungarskmen dengan menteri teknis
terkait dalam hal penyusunan kebijakan di bidangrliq@eingan konsumen;
pemasyarakatan peraturan perundang-undangan damasi yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen; peningkatan peranan Baddimdegan Konsumen Nasional
(BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumeisKBPnelalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan lembaga; penergka¢mahaman dan kesadaran
pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiasing-masing.

188 |ndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentanmyBlenggaraan Pembinaan
dan Pengawasan Perlindungan Konsumeembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambaharbaean
Negara Nomor 4126, Penjelasan.
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Dalam hal ini masih terdapat hal-hal yang harusidhatikan, antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerin@holN 58 Tahun 2001
menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab ap@snbinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjagiperolehnya hak
konsumen dan Pelaku Usaha serta dilaksanakannyajikaw Konsumen dan
Pelaku Usaha. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)btgrs®emerintah disini
berperan sebagai Pembina, dimana ruang lingkupagihrnterlalu luas, dan kurang
spesifik, karena lebih tepatnya peran Pemerintaimidadalah sebagai regulator
dalam pembentukan perundang-undangan yang diansnalk&h Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.

2. Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang berbagabaga, antara lain BPKN.
Badan ini sebaiknya lebih difungsikan sebagai Bagang mengkoordinasikan
mulai dari kebijakan sampai dengan pelaksanaanakani di bidang Perlindungan
Konsumen, sehingga fungsi BPKN yang diamanatkan adgdJndang
Perlindungan Konsumen menjadi lebih jelas dan dapahbantu pemerintah dan
masyarakat:®®

Dalam hal Pengawasan, Peraturan Pemerintah Pagarad8uran Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2001, menyebutkan bahwa:

(1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelatha dalam memenuhi
standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pamantlabel dan klausula baku,
serta pelayanan purna jual barang dan/atau jadaydPan purna jual yang
dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku aisenhadap konsumen,
misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan at@ngj.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (Ruldilm dalam proses
produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, danuadam barang dan/atau jasa.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayadaffat disebarluaskan
kepada masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagathmaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknikaielbbersama-sama atau sendiri-
sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-maSing

Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oledyanakat, dalam Pasal 9,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, ditentbkhwa:

189 Badan Perlindungan Konsumen Nasiopalcit, hal. 55.

1% |ndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentanuyBlenggaraan Pembinaan
dan Pengawasan Perlindungan Konsumeembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambaharbaean
Negara Nomor 4126, Pasal 29.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Purita Pringgasari, FH Ul, 2010



94

(1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadapndy dan/atau jasa yang
beredar di pasar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayadil@ukan dengan cara
penelitian, pengujian dan atau survei.

(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informatatey risiko penggunaan barang
jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, ldemlain yang disyaratkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undalagekebiasaan dalam praktik
dunia usaha.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalain(2yadapat disebarluaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepadaifiiéamn menteri tekni’*

Ketentuan tentang pengawasan yang diperankan adelyarakat tersebut sama
dengan ketentuan pengawasan yang diperankan olé8NIPhanya saja yang terakhir
ini mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian dao/aurvey yang dilakukan oleh
LPKSM harus didasarkan pada adanya dugaan bahwdukprgang menjadi objek
penelitian, pengujian dan/atau survey tidak memienusur keamanan, kesehatan,
kenyamanan dan keselamatan konsumen. Syarat diaik @likenal dalam penelitian
pengujian dan atau survey yang dilakukan masyar&ara konkrit pengawasan yang
dilakukan pihak LPKSM ditentukan di dalam PasalPHdaturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2001 bahwa:

(1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap badangatau jasa yang beredar di
pasar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayatil@ukan dengan cara
penelitian, pengujian dan atau survei.

(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasatey risiko penggunaan barang
jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, ldemlain yang disyaratkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan &abiakalam praktik dunia
usaha.

(4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagamdimaksud dalam ayat (2)
dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang didigdgk memenuhi unsur
keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatamiem

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (2yadapat disebarluaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepadaii/géan menteri teknis.

" IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentangyBlenggaraan Pembinaan
dan Pengawasan Perlindungan Konsumeembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahartb&mn
Negara Nomor 4126, Pasal 29.
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Menyangkut pengujian terhadap barang dan/atauymsg beredar sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 tersebut, dilaksanakan mdmhoratorium penguji yang telah
diakreditasi sesuai dengan perundang-undangan larigku. Penunjukan pengujian
hanya kepada laboratoriun yang telah diakreditassebut, dimaksudkan untuk
mendapatkan hasil uji yang objektif dan transpa@ma dapat dipertanggung jwabkan.
Akreditasi yang dimaksudkan ini dapat dilakukankbaielalui lembaga akreditasi
nasional maupun internasional (Pasal 11 Peratueanefntah Nomor 58 Tahun 2001

dan Penjelasannyaf

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut to&aarbahwa pengawasan
perlindungan konsumen dilakukan secara bersama mdeherintah, masyarakat dan
LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barangatknjasa yang beredar di pasar
serta luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula, lppaan pelaku usaha dan
pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yangabeliegasar tidak semata-mata
ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumeragetsekaligus bermanfaat bagi
pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saragddan/atau jasa di pasar global.
Disamping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungsaha yang sehat antara pelaku
usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapatiptakan iklim usaha yang

kondusif!"®

Beberapa hal yang harus diperhatikan dari Peratdeamerintah ini antara lain
mengenai Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenan@geritembaga yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, araara’f

LPKSM sebaiknya ditata kembali, akan semakin diagksistensi LPKSM
sebagai mitra dalam penegakan Undang-Undang Pemigach Konsumen. Bidang
garapannya akan diarahkan pada spesialisasi, ygs@alRKSM Kelistrikan, LPKSM
Kesehatan, LPKSM Perbankan, dan lain-lain.

172 sutarman Yodo dan Ahmadi MiruHukum Perlindungan KonsumeiiJakarta: PT. Raja
Grafindo Persada,2004), hal. 189.

73 |pid.

174 Badan Perlindungan Konsumen Nasionap.cit, hal. 55.
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3.2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparans |Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bandriesia Nomor 7/6/PBI/2005
tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan qrergpn Data Pribadi Nasababh.
Peraturan ini antara lain bertujuan memaksa bankbegkan perlindungan yang lebih
kuat kepada nasabah dengan menjamin hak-hak nadalaah bertransaksi dengan bank
sehingga dapat digunakan sebagai sarana untukduedli nasabah bank. Transparansi
informasi mengenai produk bank sangat diperlukankumemberikan kejelasan kepada
nasabah mengenai manfaat dan risiko yang meleldst peoduk tersebut. Selama ini
nasabah bank khususnya nasabah kecil selalu sadabdi pihak yang dirugikan bila
berhadapan dengan bank. Undang-Undang Perlinduk@asumen memang telah
memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada koes, misalnya menerapkan
prinsip praduga lalai/bersalalprésumption ofnegligencg Prinsip ini mengajarkan
bahwa apabila produsen tidak lalai, maka konsunasti fidak rugi. Dengan kata lain,
jika konsumen menderita kerugian maka pihak konsumenderita kerugian maka pihak
produsen pastilah telah lalai. Nasabah bank dikailean sebagai Konsumen sehingga
turut dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Nasabdiartikan sebagai pihak yang
tidak memiliki rekening namun memanfatkan jasa bamuk transaksi keuangawd|lk-
in customey.”®

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mewajibgan informasi mengenai
produk yang ditawarkan bank kepada nasabah harosiatesekurang-kurangnya nama
produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang matgdada produk, persyaratan dan tata
cara penggunaan produk, biaya-biaya yang meleldd peoduk. Di samping itu, bank
juga dilarang mencantumkan informasi dan atau &egan mengenai karakteristik

produk yang dan/atau bentuknya sulit terlihat ddaktdapat dibaca secara jelas dan atau

175 Zulkarnain Sitompul? Antisipasi Krisis Perbankan Jilid Dua: Sudah SidpRaanata Hukum
Melindungi Nasabah dan Memperkuat Industri Perba?kaSepuluh Tahun Undang-Undang kepailitan dan
Efektifitasnya(Tahun 2009, Volume 28 Nomor 1): 47-49.
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yang pengungkapannya sulit dimengerti. Informassefeut harus disediakan dalam
bahasa Indonesi&’®

Dalam hal bertransaksi menggunakan Kkartu kreditnskmen sangat
membutuhkan peraturan yang mengatur mengenai &earsp informasi produk bank,
agar terhindar dari ekses negatif. Tujuan dari tBeaa Bank Indonesia tersebut juga
sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungarukams sehingga memaksa bank
agar dapat melindungi nasabahnya, sehingga pemdgang kredit dapat bertrasaksi
dengan nyaman.

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai PanaBank Indonesia ini,
antara lain:

1. PBI hanya mengatur persyaratan minimal yangshdretapkan bank. Mengenai
persyaratan yang lebih rinci diserahkan kepadangasiasing bank’’” Sehingga
tidak ada jaminan bagi pemegang kartu kredit umhg@ndapatkan perlindungan
hukum dari bank mengenai transparansi produk p&edman

2. Bank Indonesia sendiri dalam membuat PBI padardga hanya bersifat teknis,
karena Bl dalam membuat pengaturan tersebut tidgbatd mengikat keluar
terhadap konsumen dan produsen, jadi bentuknyaah@aeygaturan yang ditujukan

oleh bank.

3.3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan M enggunakan kartu

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangsatpgan maju. Kalau kita
menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayd#tardikenal, sistem barter
antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelazindanera pra moderen. Dalam
perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yaeailiki nilai pembayaran yang
lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uangimanenjadi salah satu alat

pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Sétgmj alat pembayaran terus

176 |pid.
7 bid.
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berkembang dari alat pembayaran tucash basedke alat pembayaran nontunant
cash seperti alat pembayaran berbasis kerpepér basel] misalnya, cek dan bilyet
giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran plagsrseperti transfer dana elektronik
dan alat pembayaran memakai kadar@-basedl (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan
Kartu Prabayar)’®

Perlu diketahui bahwa Bank Indonesia bukan sematilp akan terciptanya
efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesmta akses hingga ke urusan
perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptangesi pembayaran, itu artinya
memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih reefm@imbayaran yang dapat
diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendatgkimu Sementara yang dimaksud
dengan kesetaraan akses, Bl akan memperhatikarrapaneasas kesetaraan dalam
penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan asedkdungan konsumen
dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asaspasindungan konsumen secara
wajar dalam penyelenggaraan sistenifiya

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih bapa#ta pemegang kartu
diperlukan peran lebih aktif dari pihak yang tetldgngan penyelenggaraan kegiatan alat
pembayaran dengan menggunakan kartu, seperti galnsipenerbit, acquirer,
penyelenggara kliring dan penyelenggara penyeleseiair.

Beberapa Pasal dalam Peraturan ini mengatur mengengelenggaraan kartu

kredit, antara lain:

1. Pasal 15 ayat (1) yaitu dalam penyelenggaraatukredit, Penerbit daAquirer
Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko aeslengan ketentuan yang
mengatur tentang manajemen risiko.

2. Pada Pasal 16, Penerbit Kartu Kredit wajib meikae informasi secara tertulis

kepada pemegang kartu, paling kurang meliputi:

178 sistem Pembayaran di Indonesia, <http://www.bidjeweb/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+
Pembayaran+di+indonesia/Sekikasdiunduh tanggal 27 november 2009
~179 i
Ibid.

Universitas Indonesia

Perlindungan hukum..., Purita Pringgasari, FH Ul, 2010



99

Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasecara tertulis kepada

Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;

b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh é&gng Kartu dalam
penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risikg yaungkin timbul dari
penggunaaan Kartu Kredit;

c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kradg diberikan dan perkiraan
lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

e. komponen dalam penghitungan bunga;

f. komponen dalam penghitungan denda; dan

g. jenis dan besarnya biaya administrasi yangndikan.

Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan infosmdalam lembar penagihan

yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, palinghgureeliputi:

a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang;Kartu

b. tanggal jatuh tempo pembayaran;

c. besarnya persentase bunga perbulan dan peesesfisktif bunga per tahun
(annualized percentage rgtatas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga
atas transaksi pembelian barang atau jasa, pendtikai, dan manfaat lainnya
dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masugsaksi tersebut berbeda;

d. besarnya denda atas keterlambatan pembayataR@megang Kartu;

e. Nominal bunga yang dikenakan.

Dalam hal terjadi perubahan atas informasi ssEb@ana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajib menyarkpai perubahan informasi

tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara papgdan informasi tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencanturftamasi dalam lembar

penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)r detigan Surat Edaran Bank

Indonesia.
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Dalam hal ini Peraturan ini mengatur ketentuan reeagpenyelenggaraan kartu
kredit, dimana terdapat ketentuan yang harus di@kwleh oleh Pelaku usaha dalam
menjalankan penyelenggaraan alat pembayaran dengarggunakan kartu. Tetapi
dalam praktiknya bank penerbit terkadang tidak nmetahkan ketentuan yang telah
dibuat peraturan tersebut, karena setiap bank nkemsijtarat dan ketentuan masing-

masing dalam penyelenggaraan kartu kredit.

4. Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen Kartu Kredit

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, pad&ngahan Mei 2009,
menekan Kongres Amerika untuk segera mengambilgahkga meredam bunga mencekik
dan "fee" menjebak yang dikenakan perusahaan penenu kredit terhadap warga
Amerika yang sedang terpukul resesi. Presiden Obanenginginkan adanya
perlindungan yang kuat dan terpercaya kepada pesabah kartu kredit di Amerika
melalui reformasi yang dibangun di atas transparanskuntabilitas, dan
pertanggungjawaban timbal balik, yang merupakaai-nilai fundamental bagi fondasi

baru perekonomian Amerikg’

Rancangan Undang-Undang mengenai Hak-hak Pemegang Kredit tersebut
berupaya melindungi nasabah dari penyesatan akéa y@ng tertera di secarik kertas
kecil, memberdayakan para pemegang kartu dalamndleaa penyelesaian batas
kreditnya, dan mewajibkan perusahaan penerbit kdredit untuk secara adil
mengalokasikan pembayaran tagihan. Selain itu, &eyan Undang-Undang ini juga
mensasari praktik-praktik seperti pada pemasaratu kaedit, pengenaan bunga dan
denda yang mencekik, dan meningkatkan transpatamsik warga yang berbelanja
dengan menggunakan kartu kredNleskipun mendapat berbagai kecaman yang
menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang tersekam membuat kredit

terbekukan dan pada saat itu pemerintah memerld@m untuk memacu lagi

180 «“Opama Desak Kongres Setujui Reformasi Kartu Kredikhttp://www.antara.co.id/

view/?i=1242357225&c=INT&s=AME, diunduh tanggal 30 November 2009.
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perekonomian. Kemudian beberapa praktisi perbaplgammenyebutkan bahwa aturan-
aturan baru terhadap industri kartu kredit hanyanakenambah masalah pada Obama
berupa sulitnya mengimplementasikan aturan-atuio bersebut, meskipuRederal
Reserve Bank Sentral AS) sendiri telah mengakui bahwa atataran itu akan
mengerutkan ketersediaan kredit dan membuat naikoyga pinjaman pada sejumlah
nasabah. Sementara itu, kubu Partai Republik méikglancana Obama tersebut dengan
menyebut justru belanja pemerintah yang berleb#raghng membuat keuangan negara
bangkrut:®*

Tegasnya niat Presiden Obama dalam meloloskan lsgierandang-undangan
yang mengatur perlindungan hukum bagi penggunau kéredit memperlihatkan
besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bagi kmesn kartu kredit terhadap
kehidupan perekonomian nasional suatu negara. daph@erlindungan hukum bagi
konsumen kartu kredit di Amerika ini tentunya damp&njadi sebuah tolok ukur besarnya
peran pemerintah sebagai inisiator dalam pembentyexundang-undangan dalam
perlindungan konsuméef?

Dalam praktik perundang-undangan Indonesia saatb@ium ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur perlindungan hagn pengguna kartu kredit.
Pengaturan mengenai kartu kredit saat ini hanydapat pada tataran Peraturan Bank
Indonesia, yang ditujukan bagi bank, dan hanya m@aeIng mengenai teknis
penyelenggaraan yang dilakukan oleh bank, dan bpkaimdungan untuk pemegang
kartu kredit, sehingga memperlihatkan kurangnya hg@an pemerintah dalam
perlindungan hukum secara khusus terhadap peng@ana kredit. Berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peran perabrgdat ini hanya sebatas peran
pembinaan dan pengawasan.

181 pid.
182 hid.
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4.1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia sebelakukinnya perubahan
UUD 1945, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945yetautkan:

“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Unddeggan
persetujuan Dewan Perwakilan RaKyat

Jelas dalam ketentuan tersebut apabila ditafsirkekuasaan pembentukan
Undang-Undang berada di tangan Presiden, sedamyaan Perwakilan Rakyat hanya
berfungsi memberi atau tidak memberikan persetujgdmdap pelaksanaan kekuasaan
yang berada pada Presiden tersebut. Lebih dadalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5
ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden iakpalka kekuasaan eksekutif dalam

negara.

Dalam GBHN 1983 disebutkan pembangunan nasionaa padumnya dan
pembangunan ekonomi pada khususnya harus menguaturkpnsumen. Selanjutnya
dalam GBHN 1988 kembali disebutkan bahwa pembangaekanomi yang dilakukan di
Indonesia harus menjamin kepentingan konsumen. @mpula dalam GBHN 1993

yang menyatakan pembangunan ekonomi harus melindepgntingan konsuméf®

Berkenaan dengan isi GBHN tersebut, tahun 198GsdrsiRancanngan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah, &tapi setelah 19 tahun kemudian
barulah terwujud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988tang Perlindungan

Konsumen-&4

Setelah dilakukan perubahan | UUD 1945 pada tant@dbktober 1999, terjadi
pergeseran supra dan infra struktur politik Indemgsng turut berdampak pada sistem
perundang-undangan Indonesia. Perubahan-perubadran dilakukan terhadap UUD
1945 dimulai dengan upaya memperkuat kedudukarpdean DPR yang di pihak lain
mengurangi peran Presiden Republik Indonesia. Depgeataan lain, UUD 1945 yang

executive heavytu, melalui perubahan pertama, hendak mengurpegan Presiden

183 Ahmadi Miru & Sutarman Yodap.cit, hal. 180.
184 |pid.
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Republik Indonesia dalam kehidupan politik. Teraygang terjadi justru sebaliknya,

dariexecutive heavielah berubah menjattigislative heavy®®

Dalam kewenangan Presiden yang bersifat umum, yevenangan yang
bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemeantderdasarkan Undang-Undang
Dasar {o govern based on the constitufioDalam hal ini semua kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkas @erintah konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikieenkierungan yang biasa terjadi
dengan apa yang disebut dengdiscretionary power dibatasi sesempit mungkin
wilayahnya, sedangkan kewenangan yang bersifatsi&igi atau untuk mengatur
kepentingan umum atau publiko(regulate public affairs based on the law and the
constitutior). Dalam sistem pemisahan kekuasasepération of powey kewenangan
untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembagavakilan, bukan di tangan
eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu @emgmaka kewenangan mengatur di

tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewegan legislatif-*°

Berkurangnya peran pemerintah dalam pembentukanandgndndang tidak
berarti berkurangnya peran pemerintah dalam pemkant perundang-undangan
nasional. Dalam pembentukan Undang-Undang, perabrimtasih berhak mengajukan
Rancangan Undang-Undang, serta dalam tataran tekteksanaan Undang-Undang,
pemerintah masih berwenang dalam membentuk Penaemerintah sebagai pelaksana

Undang-Undang.

Untuk menjalankan Undang-Undang, pemerintah menmgukgkuasaan untuk
menetapkan Peraturan Pemerintpbufvoir reglementajt Adapun materi muatan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah keterdei@mtuan untuk menjalankan

Undang-Undang sebagaimana mestinya.

185 Sy Soemantri,UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dapek-aspek
Perubahannya(Bandung: Unpad Press, 2002), hal. vi.

186 Jumly Asshiddigie Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keen{pakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Usitees Indonesia, 2002), hal. 75-76.
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Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyebutR&h:

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk ateran Undang-

Undang’

Soehino menjelaskan memang Undang-Undang itu daklnmengatur sesuatu
materi masih bersifat umum, maka memerlukan pengiatiebih lanjut dengan peraturan
perundangan yang tingkatnya lebih rendah. Denganikign, apabila dalam suatu
Undang-Undang ada aturan-aturan atau ketentuantkate yang memerlukan
pelaksanaan pengaturan lebih lanjut, dan Undangdhindersebut tidak menentukan
bahwa pelaksanaan pengaturan lebih lanjut itu halilekukan dengan peraturan

perundang-undangan tertentu, maka itu dapat ditakdlengan Peraturan Pemerintih.

Skema ini mengikuti apa yang dinamalegeringsverordeninfdisingkat R.V.)
yang ditetapkan oleh gubernur jenderal sebagatyarasetingkat peraturan pemerintah
yang berisi pengaturan untuk melaksanakaiten Algemene Maatregel van Bestuur
(peraturan pusat yang ditetapkan oleh raja, disihgkM.V.B.) danOrdonantie pada
zaman Kolonial Belanda.

Memang Undang-Undang itu dalam hal mengatur sesuateri masih bersifat
umum, maka memerlukan pengaturan lebih lanjut demgaaturan perundangan yang
tingkatnya lebih rendah. Dengan demikian, apabd&am suatu Undang-Undang ada
aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mekaerlpelaksanaan pengaturan lebih
lanjut, dan Undang-Undang tersebut tidak menentld@mwa pelaksanaan pengaturan
lebih lanjut itu harus dilakukan dengan peraturarupdang-undangan tertentu, maka itu
dapat dilakukan dengan Peraturan PemerifftatBegitu pula sebaliknya, apabila
pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dikehendakandaPeraturan Pemerintah maka
dalam suatu Undang-Undang akan ditentukan seca@as tpengaturan lebih lanjut
tersebut dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemérinta

187 Indonesia/undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah®45 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 14.

188 gpehino,Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangeetakan kedua (Yogyakarta:
Liberty, 1996), hal. 28.
%9 |pid.
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Adapun skema pembentukan Peraturan Pemerintah deg@ahbarkan sebagai

berikut:

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PRESIDEN
A
SETNEG
MENTERI/ > < MENTERI HUKUM
PIIMPINAN LPND PEMRAKARSA > DAN HAM

HARMONISASI
RPP

Gambar 4.1. Skema Pembentukan Peraturan Pemerintah

Sumber: Setio Sapto Nugroho, “Peran SekretariabNedalam Penyusunan dan Penyelesaian Peraturan
Perundang-Undangan,” (makalah disampaikan padaitiReid_egal Drafting Tahap | di Gedung Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara, Jakest19 September 2008), hal. 4.

Dalam kaitannya dengan pembetukan perundang-undanda bidang
perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah penenginisiasi pembentukan
perundang-undangan setingkat Peraturan Pemeriataimdhal perlindungan khusus bagi
pengguna kartu kredit.

Dalam hal peran pemerintah sebagai Pembina, maslhpat hal-hal yang harus
diperhatikan, antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan KonsurRasal 29 Pasal (1)
menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab gt@snbinaan
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjatiperolehnya hak
konsumen dan Pelaku Usaha serta dilaksanakannyajikaw Konsumen dan
Pelaku Usaha. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)btgrs®emerintah disini

berperan sebagai Pembina, lebih tepatnya peranriPéahedisini adalah sebagai
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regulator dalam pembentukan perundang-undangan yhamanatkan oleh
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Kewenangan pemerintah dalam pembentukan pemnatpemerintah dalam hal
penyelenggaraan perlindungan konsumen juga sudamadatkan di dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu padasalP29 butir 5, yang
mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenmabip@an penyelenggaraan
perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Raater Jadi dalam hal ini
pemerintah berwenang membuat peraturan pemerirdgag ynengatur mengenai
Perlindungan Konsumen.

3. Kedudukan pemerintah sebagai lembaga eksekydiify berwenang membentuk
Peraturan Pemerintah, diatur dalam Undang-Undadj.p&merintah dalam hal ini
mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan ritgeate yang terkait
dengan perlindungan konsumen khususnya mengenaikkadlit., dimana. belum
diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan KonsumBada praktiknya
pengaturan mengenai kartu kredit tersebut diatlandderaturan Bank Indonesia,
yang berupa kebijakan bagi bank dalam penyelenggdartu kredit.

4. Dalam praktiknya, masih belum banyak terdapatatpean pemerintah yang
menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindunganskioren, seperti mengenai
tanggung jawab, dan peraturan mengenai kartutktadsendiri yang belum diatur

lebih lanjut.

4. 2. Peran Pemerintah sebagai Pengawas

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungeairken serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangan diselerkggacdeh pemerintah, masyarakat,
dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyatedgentuan pada Pasal 30

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini cukup nm@iRgn upaya perlindungan
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konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yangatiamasyarakat dan LPKSM
disamping pemerintah sendiri melalui menteri daw/abenteri teknis yang terkait®

Pengawasan oleh Pemerintah dilakukan terhadap leeggaraan perlindungan
konsumen serta penerapan ketentuan peraturan pegruddangannya. Pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM, selalakdkan atas penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta penerapan ketentuatupsan perundang-undangannya,
juga dilakukan atas barang/jasa yang beredar dirpds

Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelg@rgujian dan/atau survei.
Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi @egt risiko penggunaan barang,
pemasangan dan kelengkapan informasi pada labelfem pengiklanan, cara menjual
dan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan olghty@n perundang-undangan dan
praktek perdagangan. Hasil pengawasan yang digglesigan masyarakat dan Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapabatisaskan kepada masyarakat
dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menterist&™

Dalam Pasal yang sama ditegaskan, apabila dalamgapesan ditemukan
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undamodetm Pelaku Usaha yang
merugikan Konsumen, pemerintah harus mengambilakia administratif dan atau
tindakan hukum. Hal ini akan meningkatkan keperaay&onsumen kepada sistem
hukum perlindungan konsumen, meningkatkan parssipangawasan masyarakat dan
lembaga konsumen, menciptakan iklim berusaha yalnp baik serta mendorong Pelaku
Usaha lebih memperhatikan hal-hal yang patut méehgidkonsumen??

Dalam hal peran Pemerintah sebagai Pengawas, tees#pat hal-hal yang harus
diperhatikan, antara lain:

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumeral P38, Apabila
diperhatikan substansi Pasal 30 tersebut, tamp&kvdbgpengawasan lebih banyak
menitikberatkan pada peran masyarakat dan LPKSMyanding dengan peran

190 sytarman Yodo dan Ahmadi Mirap.cit, hal. 180.

izz Badan Pembinaan Kosumen Nasiajgjhk Langkah. op.cit, hal. 21.
Ibid.

193 |pid.
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pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh mefda/atau menteri teknis yang
terkait. Seperti terlihat dalam pasal tersebutngréntah diserahi tugas melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungarsurken serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya. Semeugagawasan oleh masyarakat
dan LPKSM, selain tugas yang sama dengan apa yangdi tugas pemerintah di atas,
juga diserahi tugas pengawasan terhadap barangtaarjasa yang beredar di pasar.
Ayat (4) dari pasal tersebut juga menentukan baha@abila pengawasan oleh
masyarakat dan LPKSM ternyata mendapatkan habaalg menyimpang dari
perundang-undangan yang berlaku dan membahayakasurken, menteri dan/atau
menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengampl@ng-undangan yang berlaku. Ini
berarti, untuk mengetahui ada atau tidaknya suanang dan/atau jasa yang tidak
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang betegasar, pemerintah sepenuhnya
menyerahkan dan menanti laporan masyarakat danfag®dBM, untuk kemudian
diambil tindakan.>*

Dalam hal ini, karena bentuk pengawasan di lapasggenuhnya diserahkan
kepada masyarakat dan LPKSM, sehingga kalau tiddenya laporan dari
masyarakat/LPKSM maka belum dapat diambil tindakaaventif.

194 pid.
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